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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
[BUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Dasrah
" Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 42

Peraturan Gubemur Nomor 116 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatg

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, peru menetapkan Persturan

Gubernur tentang Pembentukan Omganisas| dan Tata Keria Pusat

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1509

2. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara:

4. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan:

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 {entang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara:

g, Undang—Undang Normor 32 Tahun 2004 tentang Pemetintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomer 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus [bukota Jakarta scbagal lbukota Negara Kesatiyan

Republik Indonesia;

8. Peraturan Pemerintah Normyr 58 Tahun 2005 tenfang Pengelolaan

Keuangan Daerah:

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 terdang Pengelolaan
Barang Millk Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dergan

Peraturan Pemarintah Nomor 8 Tahun 2008:



Menetapkan :
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah: :

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemorintah, Pemerintahan Daarah
Provins| dan Pemerintahan Daersh Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengslolaan
Uang Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 teritang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah divbah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoar 52 Tahun 2007

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola

Omganisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

16. Peratwran Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisas Perangkat
Daerah;

17. Peraturan Gubemur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.
2,

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyslenggara pemerintahan daesrah.

. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Dasrah Khusus Ibukota Jakarta,
. Sekretariat Daerah adalah Sekratariat Daerah Provinsi Daerah Khusus

fbukota Jakarta.

- Inspektorat adalah inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
. Badan Pengelola Keuangan Dasrah adalah Badan Pengelola Keuangan

Daerah Provins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Badan Kepsegawaian Daerah adalgh Badan Kepagawalan Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organlsasi dan Tatalaksana

Sekretariat Daerah.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.




10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kefja dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

11. Pusat Pelatihan Kerja Daerah yang salanjutnya disingkat PPKD adalah
Pusat Pelatihan Kerja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl.

12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Peiatihan Kerja Daerah.

BAB i
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk Pusat Pelatihan Kerja Daerah.

(2) Pusat Pelatihan Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri dari ;

a. PPKD Jakarta Pusat:

b. PPKD Jakarta Rarat;

¢. PPKD Jakarta Utara;

d. PPKD Jakarta Timur; dan
e. PPKD Jakarta Selatan.

BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) PPKD merupakan Unit Pelaksana Toknis Dinas Tenaga Kera dan
Transmigrasl dalam pelaksanaan pelatihan keahlian dan keterampilan
kerja.

(2} PPKD dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1} PPKD mempunyai tugas melaksanakan pelatihan keahllan dan keterampitan
kerja.

(2) Khusus PPKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan tugas sebagalmana
dimaksud pada ayat (1)juga melaksanakan tugas pelathan ketransmigrasian,

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPKD;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanasan Anggaran (DPA)} PPKD:

¢. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja; '

d. penyusunan program, kurikulum dan silabus pelatihan kerja:
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. pelaksanaan pelatihan kerja;

Pengelofaan fasilitas tempat dan peralatan pelatihan kerja;

pelaksanaan sistem informasi peilatihan kerja;

penyebaruasan informasi pelatihan kerjz kepada masyarakat atay

pancari ketja;

- Pemasaran program dan lulusan;
pendataan kesempatan kedqa;
penginformasian kesempatan kerja kepada Iujusan;

Pemantauan lulusan:

.pelaksanaan jasa pelayanan pelatihan kerja dan jasa pemanfastan
prasarana dan sarana pelatihan kerja; '
pelaksanaan kerja sama pelatihan kerja, pemasaran program dan
lulusan pelatihan karja;
pelzksanaan evaluasi peiatihan kerja:

Pengelolaan teknologi infarmas; PPKD;

. pelaksanaan publikasi kegiatan PPKD:

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan:

penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras! yang

terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD; dan

u. pelaparan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
PPKD.

Sw e
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BAB v
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisas)
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi PPKD terdin dari :
a. Kepala Pusat;
b. Subbagian Tata Usaha:
<. Seksi Pelatihan;

d. Seksi Pamasaran; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsionai.

(2) Bagan Susunan Organlsasi PPKD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Gubsmur ini.

Bagian Kedua
Kepala Pusat
Pasal 6
Kepala Pusat mempunyai tugas :
a. memimpin dan mengoordinasikan pefaksanaan tugas dan fungsi PPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pagal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungslonal:




¢. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan 3atuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah danvatau Instansl Pemerintatv
Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
PPKD.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kera staf dalam pelaksanaan
administrasi PPKD.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

{3} Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesuai
dengan lingkup tugasnya;

C. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD:

d. menghimpun bahan dan mengoordinaslkan penyusunan rencana
strategi PPKD;

&. melaksanakan monitoring, pengendzlian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPKD;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;

9. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan
kearsipan PPKD;

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kerja PPKD;

.. melaksanakan kerja sama pelatihan kefja, pemasaran program dan
lulusan pelatihan kerja: '

). mengelola teknokogi informasi PPKD:;

k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

l. melaksanakan publikasi kegiatan PPKD;

m. mengoordinasikan penyusunan laporan {keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) PPKD -

n. menyiapkan bahan laporan PPKD yang terkait dengan tugas
Subbagian Tata Usaha: dan -

0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Seksi Pelatihan
Pasal 8

(1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini PPKD dalam pelaksanaan
pelatihan kerja.




{2) Khusus Seksi Pelathan PPKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas
pelatihan ketransmigrasian. .

(3) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(4) Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

a.

=

oF W

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan Dokumen Palaksanaan Anggaran {DPA) PPKD sesual
dengan lingkup tugasnys;

melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan keria;

menyusun program, kurikulum dan silabus pelatihan kena;
melaksanakan pelatihan kerja;

khusus Seksi Pslatihan PPKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud butir e pada ayat (4) juga melaksanakan
tugas pelatihan ketransmigrasian.

melaksanakan sistem Informasi pelatihan kerja;

melaksanakan penyebariuasan informasi pelatihan kera kepada
masyarakat atau pencari kerja; '
rmenghimpun, mengolah, memelihara, menyampaikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan kerja;

menyiapkan bahan laporan PPKD dalam hal kegiatan pelatihan kenja;
dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pelatihan,
Bagian Kalima
Seksi Pemasaran

Pasal 9

(1} Seksi Pemasaran merupakan Satuan Kerja lini PPKD dalam pelaksanaan
pemasaran program dan lulusan.

{2) Seksi Pemasaran dipimpin oleh secrang Kepala Seks yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Seksi Pemasaran mempunyai tugas:

=n

To oo

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPKD sesuai

dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan kesja sama pemasaran lulusan;

- melaksanakan pemasaran program dan lulusan;

melakukan pendataan kesempatan karja;
menginformasikan kesempatan kerja kepada tuiusan;
melakukan pernantauan lulusan;

- menyiapkan bahan laporan PPKD yang berkaitan dengan tugas Seksi

Pemasaran; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksl
Pemasaran.




Bagian Ksenam
Subkelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10
(1) PPKD dapat hempunyai Subkelompok Jabatan Fungsionsi,

{2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural PPKD,

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan  profesikeahliarvkompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PPKD sebagai
bagian darf Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang ditetapkan cleh Kepala Pusat,

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin cieh seorang Ketus Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3} Ketua Subkeiompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat

Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat Fungsional sesuai

keurllggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang
dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenal Jabatan Fungsional PPKD  diatur
dengan Peraturan Gubemur sebagai baglan dari pengaturan Jabatan
Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesusi kelsntuan
peraturan perundang-undangan,

BAB Vv
ESELON
Pasal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
adalah Jabatan Strukiural Eselon (I a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.

(3) Kepala Saks) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV a.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

{1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPKD wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
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(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Dagrah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/swasta terkait, dalam rangka
meningkatkan kinera dan memperancar pelaksanaan tugas dan fungsi
PPKD,

FPasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl dan Katua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPKD wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepaia Seksi dan Ketug Subkelompok
Jabatan Fungsicnal pada PPKD wajfib memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilaf kinerja bawahan masing-rasing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPKD wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atssan masing-masing sasual ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Katua Subkeiompok
Jabatan Fungsional pada PPKD wajib mengawasl dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-

langkah yang diperiukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau
indikasi penyimpangan,

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kapala Seksl, Ketua Subkelompok
Jabatar Fungsional dan pegawai pada PPKD wajib menyampaikan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
sesuai keteptuan peraturan perundang-undangan. _

{2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuaj dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1} Sekretariat Daerah melalui Birg Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
pambinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap
PPKD sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;




(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kalembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubemur.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal ‘[9
{1) Pegawai Negeri Sipil pada PPKD merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah,

(2} Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan penundang-undangan di bidang kepegawaian.

{3) Dalam pelaksanaan pengelolaan  kepegawaian, PPKD mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerzh
dan Bire Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan
kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB Vit
KEUANGAN
Pasal 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

{2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan d| bidang kauangan
negara/daerah.

Pasal 21

{1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugae dan fungsi PPKD
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.

BAB 1X
ASET
Pasal 22

(1} Aset yang dipergunakan oleh PPKD sebagal prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kokayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

{2) Pengelolaan asel atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
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perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang millk negara/
daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarans ketia yang diteima dalam bentuk pembarian,
hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada PPKD dalary rangka

melaksanakan tugas dan fungsinyga merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubemur melalyi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengslola Keuangan Daerah sekaligus sebagal Bendahara
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
Fasal 24

(1} Kepala Pusat dibantu oleh 1 {satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,
1 (satu) orang Kepala Seksi Pelafihan dan 1 (satu) orang Kepala Saksi
Pemasaran sebagai bawahan langsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh

9 {(sembilan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertenty sebagai bawahan
langsung.

(3) Kepala Seksi Pefatihan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 15 {lima belas)
orang Pejabat Fungsional Umum/Terientu sebagal bawahan langsung.

{4) Kepala Seksi Pemasaran dibantu sebanyak-banyaknya oleh 4 {empat)
orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentuy sebagai bawahan langsung.

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, ayat (3)
dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Paraturan
Gubernur ini.

(8) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan pegawai PPKD.

Pasal 25

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lamgpiran Ml Peraturan
Gubernur ini.

{2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kena PPKD.
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BAB Xl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 26

(1) PPKD menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan dan/atay sewakiu-waktu kepada Kepala Dinas.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan :

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai:

keuangan;

kinada;

kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarang dan
sarana kerja;

akuntabilitas; dan

pelaksanaan kegiatan.

o ow

= m

Pasal 27

Calam rangka akuntabilitas, PPKD mengembangkan sistem pengendalian
internal sebagai bagian dad sistem pengendalian intemal Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.
BAB X!
PENGAWASAN
Pasal 28

Pengawasan terhadap PPKD dilaksanakan oleh ;

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa Intermnal pemerintahy; dan

¢. Inspektorat,

BAB Xil
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Gubernur ini milal beﬂaku. Keputusan Gubemur Nomor
180 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasl dan Tata Kerja Unit

Polaksana Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 30

Peraturan Gubemur ini mulai beraky pada tanggal diundangkan.

Agar sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Ini dengan penempatannya dalam ‘Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di-Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal zi Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASH
PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH

KEPALA PUSAT

SUBBAGLAN
TATA USAHA

SEKS] SEKS)
PELATIHAN PEMASARAN

SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINS| DAERAM KHUSUS
IBUKPTA JAKARTA,




Lampiran il : Peraturan Gubernur Provinsi

[bukota Jakarta

Nomor 116 TAHUN 2010
Tanggal 14 Juni 2010

FORMASI JABATAN PADA, PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH

Daemah Khusus

{ NO NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELCN

JUMIL_AH

1. Kepala Pusat

$1 Humaniora

Diklat Kepamimpinan Tk Nl
Diklat Manajemen
Perkantoran

Diklat Manajemen
Keuangan

Diklat Pengadaan.Barang
dan Jasa

Diklat Teknis
Ketenagakerjaan

illia

Jumiah

2. [Kepala Subbagian Tata
Usaha

51 Humaniora

Diklat Kepemimpinan Tk v
Diklat Administrasi
Perkantoran

Diklat Adminigtrasi
Kepegawaian

Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa

Diklat Teknis
Ketenagakesjaan

Via

Pengadministrasi Umum

D 11 Administrasi
Diklat Adwministrasi
Perkantoran _
Diklat Satminkzlf Kearsipan
Dikiat Komputer

i | Pengurus Rumah Tangga

D il Administrasi

Diklat Bendahara Barang
Diklat Komputer

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Pengelola Keuangan

$1 Ekonomi/Manajernen/
Akuntansi

Diklat Administrasi
Keuangan

Diklat Perencanaan
Diklat Komputer




NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH

_Bendahara Pengeluaran - D ill Akuntansi 1
Pembantu - Diklat Bendaharawan
- Dikiat Komputer

Pembantu Bendaharg - B IN Akuntansi 1

- Diklat Bendaharawan
- Diklat Kamputer

Pengadministrasi - Dl Akuntansi 1
Keuangan - Diklat Bendaharawan
- Diklat Komputer

Caraka - SMA/Sederajat 1
- Diklat Arsiparis

Jumlah 10

Kepala Seksi Pelatihan - 31 Humaniora IVfa 1

- Diklat Kepemimpinan Tk v

- Diklat Teknis
Ketenagakerjaan

Pengadministrasi Pesertia |- O Il Administras 2

Pelatihan - Diklat Komputer

- Diklat Administrasi
Perkanioran

Koordinator Instruktur - Dt Administrasi 1
- Diklat Komputer
- Diklat Teknis

Ketenagakerjaan

Petugas penyedia - D it Administrasi 8
perlengkapan Pelatihan - Diklat Teknis

Ketenagakerjaan

nstruktur - Dl Sesuai Kualifikasi 4

- Diklat Fungsional Bidang
Pelatihan dan
Pembelajaran

- Diklat Teknis
Ketenagakerjaan

Jumiah 16

Kepala Seksi Pemasaran - 51 Humaniora Via 1

- Diklat Kepemirmpinan Tk IV

- Diklat Teknis
Ketenagakerjaan




NO

NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON | JUMLAH
Pengoiah Data Alumni D il Administrasi 1
Dikiat Komputer
Pengolzh Data Mitra Kerfja D Wl Administrasi 1
Diklat Komputer
Petugas Pemasaran 51 Ekenomi 2
Diklat Komputer
Diklat Teknis
Ketenagakerjaan
Jumlah 5
| Totat 32

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKA




Lampiran Ilf :

Peraturan Gubernyr Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakaria
Nomor

116 TAHUN 2010
Tanggal 14 Juni 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH

NO Nama Jabatan Peralatan Karja Jumlah
_1_; Kepala Pusat Mmibus 1 unit
Notebook 1 unit
fﬁ Printay 1 unit__|
- Telepon 1 buah
_____ - While Board 1 buah
| I Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Notebook 1| uni
| o Printer 1 unit
. Telepon 1 buah
A White Board 1 buah
I Filfing Kabinet 1 buah
] 1 | Pengadministrasi Umum Komputer 2 unit
e Printer 2 _ upit
_ Telepon 2 buah |
______ | L Fax 1 unit
Filling Kabinet 2 buah
- Mesin Absensi 1 unit
Mesin Ketik 2 ‘buah
2 | Pengurus Rumah Tangga | Infocus 1 unit_|
— screen 1 unit
| Filling Kabinet 2 buah
: 3 | Pengelola Keuangan Komputer 1 unit
] Printer T
N Maxzin Penghancur Kertag 1 unit
_____ Mesin Hitung 1 unit
. L Filling Kabinet 1 bueh
4 | Bendahara Pangeluaran Kamputer 1 _unit_|
. Pembantuy Kalkulator 1 buah
R I B Mesin Hitung 1 unit
S Brankas 1 buah
T o Telepon L buah
3 Filling Kabinet 1 buah
i_ | 5 | Pembantu Bendahara Kalkulator 1 buah
Mesin Hitung 1 unit
r Filling Kabinet 1 buah




NO

Nama Jabatan

Peralatan Kerja Jumiah
6 | Pengadministrasi Keuangan | Komputer : 1 unit
Kalkutator 1 buah
| Mesin Hitung 1 chit
Brankasg 1 buah
Fitling Kabinet L buzh
7 | Caraka Sepeda Motor 1 unit
Filling Kabinet 1 buah
Il | Kepala Seksi Pelatihan Komputer 1 unit
| Printer 1 unit
Telopon buah
| Filling Kabinet 1 buah
1 | Pengadministrasi Peseria Komputer 2 unit
F'e;latihan
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 2 buah
I 2 | Koordinator Instruktur Komputer 1 unit
- Printer 1 unit
| Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
. Feralatan Kerja Teknis
3 | Petugas Panyedia Komputer 1 unit
Perengkapan Pelatihan
Printer unit
—— Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
| Paralatan Kefja Teknis
[ 4 | Instruktur B Komputer 2 unit
Printer 1 unit
Filling Kabinet 2 buah
Peralatan Kerja Taknis
!
IV | Kepala Sokzi Pemasaran Komputer 1 unit
! Printer 1 unit -
- Telopon 1__| buah
Filling Kabinet 1 buah




Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumilah

Pengolah Data Alumni Komputer 2 unit
Printer 2 wnit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 2 buah
Peralatan Kerja Teknis

Pengolah Data Mitra Kerja Komputer 1 unit
Printer 1 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis

Petugas Pemasaran Komputer 2 unit
Printer 2 unit
Telepon 1 buah
Filling Kabinet b " buah
Peralatan Kerja Teknis ]

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKQTA JAKARTA

FA




